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KATA PENGANTAR 
  Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya 
Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar Sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga dengan judul skripsi: “Legalitas SK Gubernur Jawa Tengah No. 
660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku 
Semen dan Penambangan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Pasca Putusan 
Mahkamah Agung No. 99 PK/TUN/2016. 
  Ide membuat judul itu berawal dari Media Instagram dan Berita Televisi mengenai 
penolakan pabrik semen Indonesia di pegunungan kendeng di Rembang. Surat Izin yang 
dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk Pembangunan Pabrik Semen Indonesia 
telah di Putus oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan surat izin dari Pabrik Semen 
Indonesia yang sangat merugikan masyarakat rembang di pegunungan kendeng, akan tetapi 
pemerintah Jawa Tengah tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung dan 
mengeluarkan surat izin terbarunya. Pelaksanaan pembangunan pabrik semen di 
Pegunungan kendeng, Rembang, Jawa tengah menimbulkan persoalan berkepanjangan. 
  Pada tulisan ini penulis akan melihat Legalitas SK Gubernur No. 660.1/30 Tahun 2016 
tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Penambangan 
Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten 
Rembang, Provinsi Jawa Tengah Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/TUN/2016 
tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan Surat Izin 
Lingkungan tersebut. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung seharusnya Kepala 
Daerah Jawa Tengah harus menghormati dan tunduk atas Putusan Mahkamah Agung. 
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ABSTRAK 
 
 Izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang berada di Rembang, Jawa Tengah dengan 
dasar Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/30 Tahun 2016 tidak berjalan sebagaimana 
seharusnya. Masyarakat pegunungan yang menolak kehadiran PT. Semen Indonesia yang 
telah beberapa kali melakukan upaya hukum ke PTUN Semarang, PTTUN Surabaya dan 
berakhir dengan berujung kepada Putusan Mahkamah Agung. Namun Namun Gubernur 
mengeluarkan kembali SK baru yang memberikan izin kepada PT. Semen Indonesia untuk 
menambang dan membangun pabrik. Dalam pelaksanaannya, legalitas izin lingkungan 
dengan SK 660.1/30 Tahun 2016 bertentangan dengan Putusan Mahkamah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sumber kendala dalam permasalahan ini adalah 
tindakan kesewenang-wenangan Gubernur dalam menerbitkan izin tam 
bang PT. Semen Indonesia. Sebagai solusi seharusnya Gubernur Jawa tengah sebagai kepala 
daerah tidak sewenang-wenang dalam bertindak mengambilan keputusan izin lingkungan PT. 
Semen Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat untuk lingkungan hidup tidak terabaikan. 
Kata Kunci: Izin Lingkungan, Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung , 
Asas Legalitas 
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